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ABSTRAK 

 

Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 

tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana 

Pendanaan Terorisme. Peraturan ini mengatur mengenai pemilik manfaat yang 

berkaitan dengan perjanjian nominee. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2007 tentang Penanaman Modal bahwa perjanjian nominee dilarang. Sehingga 

terkesan adanya pertentangan antara kedua aturan tersebut. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang 

Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana 

Pendanaan Terorisme bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal khususnya yang terkait dengan perjanjian Nominee dalam 

Perseroan Terbatas dan untuk mengetahui akibat hukum bagi para pihak dalam 

perjanjian Nominee dalam Perseroan Terbatas. Metode penelitian dalam penulisan 

hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan ini 

dilakukan melalui teori-teori hukum, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang bersangkutan. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian penulisan hukum ini yaitu bahwa Peraturan 

Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik 

Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme tidak bertentangan dengan 

Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 karena Peraturan Presiden 

Nomor 13 tahun 2018 telah memenuhi syarat formil maupun material. Akibat hukum 

terhadap perjanjian nominee langsung atas pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 

13 Tahun 2018 tetap  sah, akan tetapi bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2007, maka perjanjian nominee langsung yang dibuat adalah batal demi 

hukum. Sedangkan perjanjian nominee tidak langsung bila mengacu pada Peraturan 



v 
 

Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 secara 

yuridis adalah sah, karena dalam pembuatannya memiliki kekuatan hukum yakni 

dengan akta notaries pada masing-masing perjanjiannya. Sehingga, dalam kaitan 

pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 hanya mengatur mengenai 

pelaporannya dalam ruang lingkup hukum pidana dan bukan mengatur mengenai 

pelarangannya dalam ruang lingkup hukum perdata. Sehingga perjanjian yang dibuat 

dalam rangka perjanjian nominee tidak langsung mengikat para pihak yakni nominee 

dan pemilik manfaat. 

  

Kata Kunci : Perjanjian Nominee, Perseroan Terbatas, Penanaman Modal 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dewasa ini, sedang terjadi proses menuju globalisasi ekonomi yang timbul 

atas kesepakatan negara-negara di dunia. Indonesia sebagai negara berkembang 

sedang melakukan pembangungan agar dapat bersaing dengan negara-negara lain 

di era globalisasi tersebut. Namun, untuk dapat melaksanakan pembangunan 

ekonomi tersebut diperlukan sumber daya modal yang besar. Salah satu cara 

untuk menghimpun dana untuk meningkatkan aktivitas ekonomi adalah dengan 

pelaksanaan kegiatan investasi. 

Bertambahnya modal melalui pelaksaan kegiatan investasi akan bermanfaat 

bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dikarenakan dengan 

bertambahnya modal maka akan meningkatkan jumlah pelaku ekonomi yang 

berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi. Selanjutnya dengan 

bertambahnya pelaku ekonomi tersebut juga akan berdampak pada jumlah 

lapangan kerja yang tersedia serta kemajuan kualitas sumber daya manusia dan 

teknologi. Selain itu meningkatnya aktivitas ekonomi akan menambah 

pendapatan negara melalui pajak serta ekspor yang mengakibatkan bertambahnya 

cadangan devisa suatu negara. Oleh karena itu, dewasa ini pemerintah Indonesia 

sedang gencar-gencarnya mendorong pelaksanaan kegiatan investasi.1 

                                                     
1 Tulus Tambunan, Daya Saing Indonesia dalam Menarik Investasi Asing, Pusat Studi Industri 

dan UKM Universitas Trisakti dan Kadin Indonesia, 2008, h. 2-3. 
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Sebelum lebih lanjut, perlu diketahui apa yang dimaksud dengan investasi. 

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

disebutkan bahwa investasi atau penanaman modal merupakan orang atau badan 

hukum yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal 

dalam negeri dan penanam modal asing.2 Kemudian, pada umumnya investasi 

dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu investasi langsung (direct investment) 

dan investasi tidak langsung (indirect investment). Adapun yang dimaksud 

dengan investasi langsung adalah kegiatan menanamkan modal secara langsung 

terhadap suatu perusahaan untuk memperoleh manfaat jangka panjang melalui 

pengoperasian perusahaan. Sedangkan investasi tidak langsung adalah kegiatan 

menanamkan modal secara tidak langsung terhadap suatu perusahaan dengan cara 

membeli instrumen surat berharga berupa saham atau obligasi yang diperoleh di 

pasar modal.3 

Berdasarkan pemaparan mengenai besarnya keuntungan investasi bagi suatu 

negara, sudah seharusnya kegiatan investasi mendapat perhatian khusus dari 

pemerintah. Namun untuk dapat melaksanakan kegiatan investasi diperlukan 

suatu kerangka hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi 

investor.  Dalam hal ini, guna menjamin kepastian hukum terkait pelaksaan 

kegiatan investasi, pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 

                                                     
2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4724. 
3 Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, Nuansa Aulia, Bandung, 2018, h.. 46-47. 
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25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.4 Undang-Undang tersebut merupakan 

dasar pelaksanaan kegiatan investasi di Indonesia. 

Kemudian terkait bidang usaha yang terbuka maupun tertutup bagi 

investasi, pengaturannya terdapat pada peraturan presiden.5 Saat ini peraturan 

presiden yang mengatur hal tersebut adalah peraturan presiden nomor 44 tahun 

2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka 

dengan persyaratan di bidang penanaman modal.6 Daftar tersebut merupakan 

rujukan bagi investor yang hendak menanamkan modal di Indonesia serta sebagai 

pengaturan mengenai kepemilikan saham asing di suatu bidang usaha.  

Dengan pemberlakuan berbagai peraturan terkait pelaksanaan kegiatan 

investasi, diharapkan tercipta iklim investasi yang kondusif. Namun dalam 

kenyataannya sering terjadi kecurangan yang dilakukan oleh investor terkait 

struktur kepemilikan suatu perusahaan. Seringkali demi menghindari kewajiban 

pajak ataupun diantaranya pembuatan kepemilikan asing, investor menanamkan 

modalnya dengan skema tertentu, yakni dengan menggunakan suatu badan 

tertentu (special purpose vehicle) ataupun menggunakan nama orang lain 

(nominee arrangements). Hal ini umumnya dilakukan investor untuk 

menyamarkan kepemilikan saham suatu perusahaan. 

                                                     
4 Loc. Cit.Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 
5 Sebagaimana penjelasan Pasal 12 UU No. 25/2007. 
6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha 

Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4724. 
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Perjanjian Nominee seperti di atas dilarang di dalam Pasal 33 Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan 

bahwa:  

“Penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang 

melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang 

membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa 

kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang 

lain”.7  

 

Berdasarkan ketentuan ini diketahui tentang dilarangnya kegiatan investasi 

yang dilakukan dengan sebuah perjanjian pinjam nama (nominee agreement). 

Dengan adanya larangan tersebut, pada praktiknya perjanjian pinjam nama tidak 

dilakukan secara eksplisit, namun menggunakan skema tertentu seperti leasing 

dan gadai saham. Kemudian mengenai tujuan pengaturan ayat ini adalah untuk 

menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi 

secara materi atau manfaat pemilik perseroan tersebut adalah orang lain.8 

Namun terkait hal ini, di Indonesia pada tanggal 5 Maret 2018 diberlakukan 

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali 

Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang 

mengatur tentang keharusan mengenai terbukanya informasi terkait pemilik 

manfaat suatu perusahaan. Pemberlakuan kebijakan tersebut ditujukan untuk 

mencegah tindakan-tindakan illegal seperti pencucian uang, pendanaan teroris, 

                                                     
7 Pasal 33 Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 
8 Menurut penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007. 
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maupun penghindaran pajak. Kewajiban pengungkapan informasi pemilik 

manfaat pada suatu perusahaan, dinyatakan dalam Pasal 3 Ayat (1) yang 

menyatakan: “Setiap Korporasi wajib menetapkan Pemilik Manfaat dari 

Korporasi”. 

Kemudian mengenai siapa yang dimaksud dengan pemilik manfaat, diatur 

pada Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan: 

“Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan yang 

memenuhi kriteria:  

a) memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan 

terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;  

b) memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada 

perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;  

c) menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) 

dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun;  

d) memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau 

memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris; 

e) memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau 

mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari 

pihak manapun;  

f) menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau  

g) merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham 

perseroan terbatas.” 

 

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g diketahui bahwa 

pemilik manfaat tidak harus secara normatif tercantum sebagai pemilik saham 

namun menerima keuntungan serta dapat turut mengoperasikan perusahaan 

tersebut. Sehingga menurut Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 

tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam 

Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan 

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme terdapat dua jenis pemilik manfaat dalam 
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sebuah Perseroan Terbatas (PT) yakni pemilik manfaat dengan adanya pengakuan 

secara hukum dan pemilik manfaat tanpa adanya pengakuan secara hukum. 

Pemilik manfaat tanpa adanya pengakuan secara hukum ini dapat disalahgunakan 

dalam rangka menghindari aturan yang ada untuk maksud tertentu maupun 

melakukan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum tertentu. 

Pemberlakuan peraturan perundang-undangaan yang berkaitan dengan pemilik 

manfaat atau beneficial owner dalam perjanjian Nominee antara Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 13 

Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi 

dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan 

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme seolah-oleh bertentangan antara yang satu 

dengan yang lain. Dengan berlakunya kewajiban pengungkapan informasi pemilik 

manfaat atau beneficial owner dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 

tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana 

Pendanaan Terorisme, dapat ditafsirkan secara implisit bahwa pemerintah Indonesia 

seolah-oleh mengakui adanya keberadaan pemilik manfaat. Sedangkan dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah 

melarang perjanjian Nominee yang dapat memberikan manfaat bagi pemilik manfaat, 

dalam kajian ini khususnya dalam PT. Dalam hal ini terdapat indikasi terjadinya 

inkonsistensi sikap pemerintah dengan pemberlakuan peraturan tersebut. Berdasarkan 

permasalahan tersebut, penelitian (skripsi) ini diberikan judul “LARANGAN PRAKTIK 

PERJANJIAN NOMINEE DALAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL YANG 

BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS”.  
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1.2  Rumusan Masalah  

1. Apakah Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan 

Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak 

Pidana Pendanaan Terorisme bertentangan dengan larangan terhadap 

perjanjian Nominee dalam Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nonor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal? 

2.  Apa akibat hukum bagi para pihak  yang melakukan perjanjian Nominee 

dalam pendirian perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang 

menafaatkan fasilitas yang diberikan dalam Undang-undang Penanaman 

Modal? 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan 

1. Untuk mengetahui apakah Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 

khususnya yang terkait dengan larangan terhadap perjanjian Nominee 

dalam Perseroan Terbatas. 

2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi para pihak yang melakukan 

perjanjian Nominee dalam Perseroan Terbatas. 
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1.3.2 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada ilmu 

pengetahuan di bidang hukum dari 2 (dua) segi yakni teoritis dan praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan masukan secara umum untuk pengembangan Ilmu 

Hukum dan secara khusus dalam bidang hukum bisnis, terutama dalam 

pembentukan peraturan perudang-undangan dalam bidang hukum 

perusahaan, penanaman modal dan hukum yang terkait. 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat 

atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang penanaman modal. 

b. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan 

masukan kepada pemerintah terkait pemberlakuan kebijakan 

terkait. 

1.4  Metode Penelitian 

1.4.1 Sifat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan sifat deskriptif 

analitis. Menurut Sugiono, deskriptif analitis merupakan metode penelitian 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek penelitian 

menggunakan data yang dikumpulkan.9 Hasil peninjauan tersebut akan 

                                                     
9 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2009, hal. 29. 
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bersifat umum guna menjawab permasalahan hukum atas topik yang 

dibahas oleh penulis. 

Dalam penelitian ini akan digambarkan secara deskriptif mengenai 

Analisis Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan 

Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak 

Pidana Pendanaan Terorisme dikaitkan dengan Larangan Praktik Perjanjian 

Nominee dalam Perseroan Terbatas sebagaimana yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dengan 

menggunakan data-data kepustakaan yang terkait dengan topik tersebut. 

1.4.2 Metode Pendekatan 

Metode yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah metode 

yuridis normatif. Metode pendekatan ini dilakukan melalui teori-teori 

hukum, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang bersangkutan. 

Pendekatan ini juga dikenal dengan nama pendekatan pustaka dengan 

mengkaji buku-buku, jurnal hukum dan dokumen lain yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Dalam penelitian yurudis normatif terdapat 

pandangan bahwa hukum identik dengan berbagai norma yang berbentuk 

tertulis10. Maka dari itu, sumber utama yang menjadi bahan kajian ini adalah 

                                                     
10 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

1988, hal. 13-14. 
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Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip 

Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana 

Pendanaan Terorisme. 

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan tipologi penelitian: 

1. Inventarisasi Hukum Positif yaitu dengan melakukan penemuan hukum 

terhadap hukum positif yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan 

topik yang penulis angkat yaitu : 

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang 

Penanaman Modal,  

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas,  

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan,  

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan,  

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 

Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang 

Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, dan 
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- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan 

Fasilitas Penanaman Modal; 

2. Asas-Asas Hukum yang bekaitan dengan topik yang diangkat oleh 

penulis, yaitu asas hukum formal dan asas hukum material.  

3. Singkronasi Hukum Vertikal dan Horizontal yaitu dengan melakukan 

analisis keselarasan hukum positif yang ada di Indonesia antara 

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip 

Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan 

Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana 

Pendanaan Terorisme dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

Tentang Penanaman Modal 

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipakai adalah 

teknik kepustakaan. Teknik ini merupakan pengumpulan data-data berupa 

buku, makalah, artikel, serta peraturan yang relevan dengan permasalahan 

yang ada dalam penelitian ini. Semua data yang telah terkumpul akan 

disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti dan teori tersebut akan 

dicantumkan kedalam penelitian. 

1.4.4 Jenis Data dan Teknik Analisa 

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan terdiri dari  data: 

a. Sumber Hukum Primer  



12 
 

Yaitu sumber-sumber hukum positif yang ada di Indonesia yang 

berkaitan dengan topik yang penulis angkat. 

b. Sumber Hukum Sekunder 

Berupa sumber hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang 

meliputi buku-buku atau literature dari para ahli yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti (hukum). 

c. Sumber Hukum Tersier 

Berupa Sumber hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperi artikel internet. 

Adapun  teknik analisa yang akan digunakan adalah kualitatif. 

Teknik tersebut merupakan analisa dengan kebenaran koheren. Kebenaran 

hasil penelitian realible tanpa harus melalui pengujian atau verifikasi 

empiris. Artinya hasil penelitian mengenai keselarasan anatar Peraturan 

Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat diandalkan kebenarannya. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I     PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan mengenai permasalahan 

latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, manfaat dan tujuan 

penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PEMBUATAN PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN 

 

Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai prinsip utama pembentukan 

peraturan perundang-undangan, asas-asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan, norma, jenis dan hierarki peraturan perundang-

undangan, fungsi dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan, materi 

muatan peraturan perundang-undangan, dan makna pengujian norma 

hukum. 

 

 

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENANAMAN MODAL  

 

 Bab ini akan diuraikan mengenai penanaman modal di Indonesia, 

perjanjian nominee, dan penerima manfaat korporasi khususnya perseroan 

terbatas. 
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BAB IV PEMBAHASAN 

 Bab ini akan membahas mengenai Apakah Peraturan Presiden Nomor 13 

Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari 

Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme bertentangan 

dengan perjanjian Nominee dalam Perseroan Terbatas sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nonor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 

dan akibat hukum bagi para pihak dalam perjanjian Nomiine dalam 

Perseroan Terbatas. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran. 
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